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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional, oleh karena itu pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maraknya praktek korupsi di Indonesia menjadikan tindak pidana korupsi ini dikenal sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa sehingga perlu penegakan hukum yang luar biasa pula. Penegakan hukum tindak pidana korupsi salah satunya dilakukan oleh Institusi Kejaksaan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini yaitu bagaimana peran intelijen Kejaksaan Negeri Subang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan apa saja hambatan yang dialami oleh intelijen Kejaksaan Negeri Subang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut. 
Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis normatif dan yuridis sosiologis dimana pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah melalui wawancara sebagai data primer dan didukung dengan data sekunder yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas sehingga didapat jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: (1) Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Subang secara garis besar memiliki 3 peranan yaitu yang pertama, dalam hal penyelidikan perkara tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan Negeri Subang guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus. Kedua, yaitu pencegahan perkara tindak pidana korupsi dan ketiga peran Intelijen Kejaksaan Negeri Subang dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan. (2) Hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Subang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu, pertama dalam hal pemanggilan saksi kedua, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait. Sedangkan upaya dalam penanggulangannya adalah dengan perpanjangan waktu dalam proses pemanggilan saksi dan pengumpulan alat bukti terkait perkara, serta dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh intansi terkait. 
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ABSTRACT
Corruption is an act that is very detrimental to the country's finances or economy and can hinder the national development process, therefore the eradication of corruption needs to be improved professionally, intensively and continuously with Law Number 30 of 2002 concerning the Criminal Action Commission. Corruption in order to create a just and prosperous society in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. The rampant corruption practice in Indonesia has made this criminal act of corruption known as an extra ordinary crime so that it needs extraordinary law enforcement as well. One of the ways to enforce the law of corruption is the Attorney General's Office. The problems raised in writing this thesis are how the intelligence role of the Subang District Prosecutor's Office in handling corruption cases and what obstacles are experienced by the intelligence of the Subang District Attorney in handling corruption cases and what are the efforts to overcome these obstacles.
The research method that the author uses is juridical normative and juridical sociology where the problem approach through existing rules and theories is then linked to practice in the field. Types and sources of data obtained are through interviews as primary data and supported by secondary data from books, laws and regulations and others. The data obtained were then analyzed using qualitative data analysis which was presented descriptively, namely explaining, describing and describing clearly and concretely of the object discussed in order to obtain appropriate answers to the problems that were closely related to this research.
The results of this thesis research are as follows: (1) Attorney Intelligence in handling corruption cases at the Subang District Prosecutor's Office in general has 3 roles, namely the first, in terms of investigating corruption cases by the intelligence of the Subang District Prosecutor's Office to obtain information and materials. information to proceed to the investigation process by a special criminal section. Second, namely the prevention of criminal cases of corruption and the third role of the Intelligence of the Subang District Attorney in the search for fugitives from the prosecutor's office / court. (2) The obstacles experienced by the Intelligence of the Subang District Prosecutor's Office in handling cases of corruption, namely, firstly in the case of summons of the second witness, collection of evidence, and the fear of the party being questioned regarding the intervention of the related agencies Meanwhile, efforts to overcome this are by extending time in the process of summoning witnesses and collecting evidence related to cases, as well as by providing guarantees and protection for parties being questioned for interventions carried out by related agencies.
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